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BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
     NOMOR 75 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KERJA DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat 
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka 
Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat 
Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam 
menyusun RKA Perangkat Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rencana Kerja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata 
Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
sebagaimana telah diubah dengan Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, 
Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 
Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 
Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia     Nomor 5657); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 496);  

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2022; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
204); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16         
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329); 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 318); 

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2021 Nomor 39).  
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS  PU 
SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN 
TAHUN 2022 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang yang selanjutnya 
disingkat Renja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang adalah dokumen 
perencanaan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang untuk periode 1 
(satu) tahun. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang 
yang selanjutnya disingkat RKA Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang 
adalah dokumen perencanaan Sumber Daya Air penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas PU 
Sumber Daya Air dan Tata Ruang serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

Pasal  2 

Renja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tahun 2022 merupakan 

dokumen perencanaan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten 

Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 3 

Renja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 

2022 berpedoman pada Renstra Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang, 

hasil evaluasi Renja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang tahun lalu dan 

hasil evaluasi Renja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang tahun berjalan. 

Pasal 4 

(1) Renja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun 

dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN; 

BAB II  : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU; 
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BAB III  : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH; 

BAB IV  : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;  

BAB V  : PENUTUP. 

(2) Renja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tahun 2022 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Renja Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tahun 2022 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun 

RKA Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.  

  
 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2021 

BUPATI PASURUAN, 

 

           ttd. 

 
M. IRSYAD YUSUF 
 

 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

 
          ttd. 
 
ANANG SAIFUL WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 75 
 

TELAH DITELITI 
Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah   
Asisten PKR   
Kepala Bappeda   
Kepala PU SDATR   
Kabag Hukum   
Sekretaris PUSDART   
Kabid Bappeda   

TELAH DITELITI 



RENCANA KERJA

(RENJA)

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

(kabupaten pasu»uan)

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG

Kompleks Perkantoran Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci KM 09 Raci Bangil Pasuruan

Telp (0343) 741550 - Fax (0343) 4505550

Email: dinaspusdatarukabpas@qmail.com : J:;: i - p=!suiuankab.qoJd

Tahun 2021
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang

Di dalam sebuah bentuk usaha, peningkatan pelayanan

Pemerintah kepada masyarakat maka setiap OPD termasuk juga Dinas PU

Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan perlu melakukan

evaluasi dan pembandingan terhadap target - target pelayanan yang telah

ditentukan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan bidangnya. Target - target

tersebut dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator

Kineija Kunci (IKK).

Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Untuk mengetahui

suatu instansi pemerintah sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu

indikator. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan

kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang

hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan,

proses, basil dan / atau manfaat pelayanan.

Di dalam tugas pokok dan fungsinya, Dinas PU Sumber Daya

Air dan Tata Ruang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan 2 (dua)

bidang urusan yaitu :

1, Urusan Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang ;

2. Urusan Pertanahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 14 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekeijaan Umum dan Penataan

Ruang, SPM untuk jenis pelayanan dasar sumber daya air memiliki

indikator " Tersedicmya air irigasi untuk pertanian rakyat pada

sistem irigasi yang sudah ada yang dipatok angka 70 % untuk tahun

2014. Akan tetapi indikator diatas tidak berlaku seiring dengan berlakunya

Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standart Pelayanan Minimal

(SPM) Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sesuai dengan RPJMD 2018-2023 dimana salah satu sasaran

Pemerintah Kabupaten yang diampu oleh Dinas PU Sumber Daya Air dan

Tata Ruang yaitu Jndeks Ketahanan Air. Dapat diartikan yaitu

kemampuan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan dalam pemenuhan

kebutuhan air, baik dalam jumlah yang mencukupi serta mutu yang dapat

BA8 yy WAiUASy PaiAKSANAAN MNJA VdNAS PU SDAI 7A7A TUaANQ 7AHUN lAtM





















































Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Nonnalisasi Saluran Irigasi

Pembangunan Pasangan Bronjong/Rehabilitasi
Bronjong (perkuatan tebing)

Rehabilitasi Bangunan / Saluran Jaringan Irigasi

Nonnalisasi Saluran Irigasi

Rehabilitasi Bangunan / Saluran Jaringan Irigasi

Normalisasi Saluran Irigasi

Nonnalisasi Saluran Irigasi

Normalisasi Saluran Irigasi

Rehabilitasi Bronjong (perkuatan tebing)

Rehabilitasi Bangunan / Saluran Jaringan Irigasi

Rehabilitasi Bangunan / Saluran Jaringan Irigasi

Rehabilitasi Bangunan / Saluran Jaringan Irigasi

Rehabilitasi Bangunan / Saluran Jaringan Irigasi

Rehabilitasi Bangunan / Saluran Jaringan Irigasi

Normalisasi Saluran Irigasi

Rehabilitasi Bangunan / Saluran Jaringan Irigasi

Rehabilitasi Bangunan / Saluran Jaringan Irigasi

Dusun Nyangkring Desa Cangkringmalang kec

beji, Kab. Pasuruan, Beji, Cangkringmalang

Dusun Pohtatal Dawuhansengon, Kab. Pasuruan,

Purwodadi, Dawuhansengon

Dusun Raket - Gapuk, Kab. Pasuruan, Rejoso,

Kawisrejo

Dusun Sanggaran Timur, Kab. Pasuruan, Lekok,

Tambaklekok

Dusun selorawan Desa Cangkringmalang Kec Beji,

Kab. Pasuruan, Beji, Cangkringmalang

Dusun Selowinangun Desa Cowek, Kab. Pasuruan,
Purwodadi, Cowek

Dusun Semambung Capang, Kab. PasurUEin,

Purwodadi, Capang

Dusun Tebel Desa Cangkringmalang Kec Beji, Kab.

Pasuruan, Beji, Cangkringmalang

Dusun telbuk, Kab. Pasuruan, Rejoso, Kawisrejo

Dusun urung-urung,pohtatal,sengon dan sawiran,

Dawuhansengon, Purwodadi

Dusun urung-urung,pohtatal,sengon dan sawiran,,

Kab. Pasuruan, Dawuhansengon

Dusun Wangi, Kab. Pasuruan, Pandaan,

Sumberrejo

Dusun Wangi, Kab. Pasuruan, Pandaan,

Sumberrejo

Dusun Wonolilo, Kab. Pasuruan, Gempol,

Wonosari
Gading, Kab. Pasuruan, Winongan, Gading

garman sekarmojo, Kab. Pasuruan, Purwosari,

Sekarmojo

Gayam, Kab. Pasuruan, Gondangwetan, Gayam

Genuan Ds. Sumberdawesari, Kab. Pasuruan,

Grati, Sumberdawesari

Glagahsari Sukorejo, Kab. Pasuruan, Sukorejo,

Glagahsari

jadirejo rt 2 rw 7, Kab. Peisuruan, Pandaan,

Banjarkejen

jadirejo, Kab. Pasuruan, Pandaan, Banjarkejen

Indikator Kinerja

Jumlah panjang pemeliharaan sungai

yang dinormalisasi

Jumlah panjang tebing sungai yang

dipasang Bronjong
Jumlah panjang pemeliharaan sungai

yang dinormalisasi

Besaran/

Volume

200 METER

100 meter

Normalisasi sungai Pembuang aliran air Menjadi
Lancar

Jalan Pertanian tergerus air

450 M

Jumlah panjang pemeliharaan sungai
yang dinormalisasi

300 Meter

200 METER

200 meter

100 meter

1.300 M

Jumlah panjang pemeliharaan sungai
yang dinormalisasi

Jumlah panjang tebing sungai yang
dipasang Bronjong

Jumlah panjang jaringan irigasi
permukaan yang direhab

Jumlah panjang jaringan irigasi
permukaan yang direhab
Jumlah panjang jaringan irigasi
permukaan yang direhab

Jumlah panjang jaringan irigasi

permukaan yang direhab

Jumlah panjang jaringan irigsisi

permukaan yang direhab
Jumlah panjang pemeliharaan sungai
yang dinormalisasi

Jumlah panjang jaringan irigasi
permukaan yang direhab
Jumlah panjang jaringan irigasi

permukaan yang direhetb

200 meter Normalisasi saluran tepi jalan

Mencegah banjir

Normalisasi sungai selokambang aliran ungai
Menjadi Lancar Dan Mengurangi Banjir

Bering longsor

Membutuhkkan Jaringan Irigasi untuk Normalisasi
Sungai
Normalisasi sungai Pembuang winong Untuk
Mengurangi Banjir
Rehab Saluran Pembuangan Akhir

Kurangnya suplai air dikarenakan banyaknya
saluran air irigasi & pintu air yg sudah nisak

Kurangnya suplai air dikarenakan banyaknya
saluran air irigasi Ss pintu air yg sudah nisak

Sedimentasi ditumbuhi tanaman liar

Untuk mencegah luapan air sungai yang masuk
permukiman

Rehab JI Sumberingin

JI Ngebras Ds. Gading - Winongan

JI Sbr Gayam Ds. Gayam - Gondangwetan

Saluran irigasi kurang lancar

pembuatan saluran irigasi bagi dusun

150 m3

180 M3

200 m3

190 MS

200 mS

200.000.000

200 meter

300 meter Iperbuatan saluran irigasi bagi dusun
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1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan

sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan

sebagai berikut:

1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan

sebagai berikut:

1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;

2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

3) Fasilitasi Kunjungan Tamu ;

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan ;

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan

sub kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Perizinan Alat Besar ;

4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya ;

BAB IKJIAAN VAN SASARAN P6RANQK.AI VAeRAM















































 

 
 

 

5.3 Rencana Tindak Lanjut 
 

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata 

Ruang serta rencana - rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang. Pada akhirnya 

segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana 

strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan 

segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan 

Rencana Strategis yang telah disusun. Dukungan dan partisipasi aktif 

seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita 

perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar. 

Sebagai akhir dari uraian tersebut diatas, Rencana Kerja 2022 

ini diharapkan dapat sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di 

sektor sumber daya air, penataan ruang dan pertanahan khususnya di 

Kabupaten Pasuruan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan sektor pekerjaan umum dan sumber daya air mineral, baik 

dalam usaha pelayanan air irigasi, peningkatan fungsi jaringan serta 

permasalahan di bidang tata ruang serta pertanahan. 

Akhirnya harapan kita bersama adalah peningkatan pengabdian 

guna menyongsong hari esok yang lebih baik dari hari kemarin. 

 
 
 
 
               BUPATI PASURUAN, 
 
 
 ttd. 
 

  M. IRSYAD YUSUF 
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